
PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR  17  TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah, khususnya dalam

melaksanakan pembangunan Ibukota dipandang perlu segera untuk

memanfaatkan Dana Cadangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,  perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bintan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006

tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Dana Cadangan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otomon

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah  ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956  Nomor  25 );

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 3851 );

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4237 );

4. Undang-undang.....
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4237 );

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286 );

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400 );

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422 );

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah  Pusat dan  Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4423 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4138 );

14. Peraturan.....
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4139 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Kepulauan Riau di Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri

Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4446 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4574 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4577 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama

Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4905 );

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3 );

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Dana Cadangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun

2006 Nomor 3 Seri A Nomor 2). Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006

Nomor 8 Seri A Nomor 5).

Dengan.....
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN
Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan
( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A Nomor 2 ) dan Peraturan Daerah Nomor 8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan
( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 5 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut, maka
mewajibkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk memindahbukukan Rekening Dana
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya Rekening Dana Cadangan dinyatakan
dihapus.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di  Kijang
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM
Diundangkan di Kijang
pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 17


